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BADAN STANDARDISASI NASIONAL 

6. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 

965/BSN-1/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Badan Standardisasi Nasional sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Kepala Badan Standardisasi 

Nasional Nomor 130/PER/BSN/7/2006; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL 

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI 

LlNGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL. 

Pasal 1 

Indikator Kinerja Utama di lingkungan Badan Standardisasi Nasional 

sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini. 

Pasal2 

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pad a pasal 1 merL pakan acuan 

ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan 

Badan Standardisasi Nasional dalam menyusun perencanaan kinerja, 

pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi pencapaian kinerja sesuai 

dengan dokumen Rencana Strategis Badan Standardisasi Nasional . 

Pasal3 

Peraturan ini mulai berlaku pad a tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 24 Februari 2009 

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL, 

BAM BANG SETIADI 



Lampiran 
Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional 
Nomor : 06.NPER/BSN/02/2009 
Tanggal : 24 Februari 2009 

1. Nama Orgnisasi : Badan Standardisasi Nasional 

2. Tugas : Melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

3. Fungsi 
a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang standardisasi nasional; 
b. pengkoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN; 
c. pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang standardisasi nasional; 
d. penyelenggaraan kegiatan kerja sama dalam negeri dan internasional di bidang standardisasi ; 
e. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, 

keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga. 
4. Indikator Kinerja Utama 

No. Uraian Alasan 
1 Naskah Akademik & Draft RUU Standardisasi dan Penilaian Perlunya payung hukum yang kuat untuk pelaksanaan standardisasi dan penilaian kesesuaian 
2 Peraturan Bidang Standardisasi BSN merupakan koordinator di bidang pem\negmabangan standardisasi nasional. 
3 Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Lembaga Perlunya acuan dalam pelaksanaan kegiatan per tahun 
4 Jumlah Laporan Akuntabi litas Lembaga Sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tupoksi BSN 
5 Jumlah Dokumen Penyempurnaan Organisasi Sebagai acuan dalam pelaksanaan manajemen organisasi BSN 
6 Jumlah SNI yang ditetapkan Penetapan dan pengendalian perumusan SNI merupakan tanggung iawab BSN 
7 Jumlah SNI yang harmonis dengan standar internasional SNI yang harmonis terhadap standar internasional 
8 Sistem akses informasi standardisasi BSN adalah lembaga yang bertanggung jawab mengenai ketersediaan informasi seluruh kegiatan 

standardisasi dan penilaian kesesuaian . Untuk itu BSN harus menyediakan tools untuk memudahkan 
masyarakat dalam mengkases informasi standardisasi 

9 Paket informasi BSN adalah lembaga yang bertanggung jawab mengenai ketersediaan informasi seluruh kegiatan 
standardisasi dan penilaian kesesuaian. Untuk itu BSN harus menyediakan informasi yang benar-
benar dapat memenuhi kebutuhan masyarakal. 

10 Jumlah akses website Dalam mendukung pelayanan informasi, BSN menyediakan informasi melalui website. Pemanfaatan 
informasi yang disediakan oleh BSN diukur dari jumlah akses masyarakat terhadap website BSN. 

11 Jumlah pelatihan standardisasi Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap standar dan SNI diukur dari jumlah permintaan 
pelatihan standardisasi 
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12 Perguruan Tinggi yang menerapkan kurikulum standardisasi Upaya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap standar dan SNI dilakukan juga dengan 

penyusunan kurikulum standardisasi untuk perguruan tinggi. BSN juga melakukan kerjasama dengan 
perguruan tinggi di Indonesia. Ukuran keberhasilan pendidikan standardisasi dilihat dari jumlah 
Ipergutuan tinggi yang tel;ah menerapkan kurikulum standardisasi. 

13 Jumlah perusahaan peserta SNI Award BSN menyelenggarakan SNI award untuk memberikan apresiai terhadap industri yang konsisten 
menerapkan SNI. Upaya peningkatan kesadaran industri dalam menerapkan SNI dilakukan melalui 
promosi. Ukuran keberhasi lan promosi ini diukur jumlah perusahaan peserta SNI Award. 

14 Jumlah anggota Masyarakat Standardisasi Untuk meningkatkan kepercayaan terhadap perumusan SNI, diperlukan partisipasi masyarakat 
dalam proses perumusan SNI. BSN menyediakan wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam 
proses perumusan SNI melalui organisasi Masyarakat Standardisasi Indonesia (MASTAN). Untuk 
memperbanyak dan memperluas bidang minat, dilakukan kegiatan rekrutasi anggota MASTAN. 
Keberhasilan kegiatan ini adalah penambahan jumlah anggota MASTAN 

15 Meningkatnya partisipasi masyarakat standardisasi dalam e- Untuk meningkatkan kepercayaan terhadap perumusan SNI, diperlukan partisipasi masyarakat 
balloting perumusan SNI dalam proses perumusan SNI. BSN menyediakan wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam 

proses perumusan SNI melalui organisasi Masyarakat Standardisasi Indonesia (MASTAN). Agar -
anggota MASTAN dapat berperan aktif, dilakukan kegiatan pemberdayaan anggota MASTAN dalam 
proses perumusan SNI (e-ballot). Meningkatnya partisipasi Masyarakat Standardisasi dalam e-
balloting perumusan SNI merupakan ukuran keberhasilan kegiatan ini. 

16 MLA dalam forum PAC/IAF Sistem akreditasi memerlukan pengakuan secara internasional melalui Multilateral Recognition 
Arrangement (MLA) oleh Organisasi internasionai. Keberterimaan sistem akreditasi KAN secara 
internasional ini sehingga mendukung ekspor impor barang/jasa dan peningkatan arus perdagangan 
antar negara dengan mengurangi biaya-biaya penilaian kesesuaian di masing-masing negara. 

17 Kemampuan pengukuran nasional yang diakui internasional Penilaian kesesuaian sangat didukung oleh pengembangan metrologi nasional yang diakui secara 
internasionai. Untuk itu, BSN mendorong pengembangan metrologi nasional yang ukuran 
keberhasilannya adalah diakuinya kemampuan pengukuran nasional oleh organisasi metrologi 

I internasionai. 
18 LPK yang potensial mendukung penerapan standar dan Penerapan SNI harus didukung oleh infrastruktur pengujian yang dilakukan oleh Lembaga Penilaian 

penilaian kesesuaian Kesesuaian (LPK). Untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas LPK, BSN memberikan pelatihan 
kepada LPK tersebut. Hasilnya adalah LPK yang potensial mendukung penerapan standar dan 
I penilaian kesesuaian 

19 Industri/organisasi yang potensial menerapkan SNI Untuk meningkatkan kemampuan industri/organisasi dalam menerapkan SNI, BSN memberikan 
pelatihan kepada industri/organisasi dalam menerapkan SNI berdasarkan sektor prioritas agar 
mereka mampu bersaing dalam perdagangan. Hasilnya adalah industri/organisasi yang potensial 
menerapkan SNI 
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20 Jumlah kerjasama bilateral BSN menjalin kerjasama bilateral terkait standardisasi dan penilaian kesesuaian melalui 

penandatanganan MoU dengan beberapa negara, Tujuan kerjasama ini adalah untuk meningkatkan 
kelancaran transaksi perdagangan antar negara, 

21 Partisipasi aktif Indonesia dalam forum Standardisasi Regional Kesepakatan-kesepakatan perdagangan regional dihasilkan dari forum kerjasama 
regionaLPartisipasi aktif Indonesia dalam froum standardisasi reg ional sangat diperlukan agar dapat 
mengetahui dan mengembangkan standardisasi dan penilaian kesesuaian sesuai kesepakatan-
kesepakatan yang dihasilkan. 

22 Tanggapan Indonesia terhadap draft standar internasional Untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia, Indonesia diwakili BSN tergabung dalam organisasi 
ISO/IEC/CODEX yang diterima standardisasi internasionaL Dalam perumusan standar internasional (ISO/IEC/CODEX), Indonesia 

mempunyai tugas menanggapi draft standar internasional dengan tujuann agar industri nasional 
mampu memenuhi standar-standar tersebut 

23 Notifikasi dan enquiry rancangan peraturan teknis Indonesia ke BSN merupakan notification dan enquiry point dalam pelaksanaan penerapan persetujuan WTO-
WTO TBT. Ukuran keberhasilan dari pelakssanaan fungsi ini adalah selruh rancangan peraturan teknis 

Indonesia disamp.aikan ke Sekretariat WTO, 

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL 

~ 
BAM BANG SETIADI 


